
 

 

 
 

 

 
 

 
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 

 
NOMOR 13 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang– 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan                        
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan 

kedua atas  Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004                   
tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat                      

Daerah (DPRD) bersama Walikota Lubuklinggau telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera 
Selatan Nomor : 879/KPTS/VI/2011 tentang Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Lubuklinggau 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012; 

b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 

2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2012. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2.Undang-Undang.… 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 4114); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4388); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

 12. Undang-Undang..... 



12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan 
Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2007 tentang  Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuagan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

 

22.Peraturan …. 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13                   
Tahun 2006; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau 

(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 
Seri A); 

  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 

dan 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai 

berikut: 
 

1 Pendapatan Daerah   Rp. 548.994.411.131,00  
2 Belanja Daerah    Rp. 560.110.771.831,00 

 Surplus / Depisit   Rp.  (11.116.360.700,00) 
 

3 Pembiayaan Daerah      

 a. Penerimaan    Rp. 17.000.000.000,00 
 b. Pengeluaran   Rp.  5.883.639.300,00 

 Pembiayaan Neto   Rp.  11.116.360.700,00 
      

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
berkenaan 

  Rp. 0,00 

 
Pasal 2...... 



Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp.       35.019.357.239,00 

b. Dana Perimbangan  Rp.     480.394.991.392,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  Rp.       33.580.062.500,00 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah  Rp.         9.327.904.110,00 

b. Retribusi Daerah  Rp.         4.498.042.200,00 

c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang 
dipisahkan  Rp.         1.500.000.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  Rp.       19.693.410.929,00 

 
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil Pajak/bukan Pajak Rp.     121.053.190.392,00 

b. Dana Alokasi Umum  Rp.     328.281.811.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus  Rp.       31.059.990.000,00 
 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya  Rp.       25.818.325.600,00 

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya Rp.         7.761.736.900,00 

 

Pasal 3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung Rp.     290.603.463.275,40 

b. Belanja Langsung  Rp.     269.507.308.555,60 
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai Rp.     266.470.082.627,52 

b. Belanja Bunga Rp.         1.203.370.647,88 

c. Belanja Hibah Rp.       20.743.000.000,00 

d. Belanja Bantuan Sosial  Rp.         1.417.010.000,00 

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 

/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp.       550.000.000,00 

f. Belanja Tidak Terduga  Rp.            220.000.000,00 

 

 

(3) Belanja Langsung ..... 



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja :  

a. Belanja Pegawai  Rp.      25.690.828.550,00 

b. Belanja Barang dan Jasa   Rp.    147.710.752.694,60 

c. Belanja Modal  Rp.      96.105.727.311,00 

 
Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan  Rp.      17.000.000.000,00 

b. Pengeluaran  Rp.        5.883.639.300,00 
 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran sebelumnya (SILPA)  Rp.      15.000.000.000,00 

b. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman  Rp.       2.000.000.000,00 
 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 

a. Pembayaran Pokok Hutang. Rp.        5.883.639.300,00 
 

 

Pasal 5  
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Janis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
4. Lampiran IV Rekapitulasi  Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
6. Lampiran VI Daftar  Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; 
9. Lampiran  IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 
10. Lampiran   X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 
11. Lampiran  XI Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 
13. Lampiran XIII  Daftar Pinjaman daerah dan obligasi. 

 
 Pasal 6... 



Pasal 6 

 

Walikota Lubuklinggau menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran 

pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD. 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 
 
  Ditetapkan di Lubuklinggau 

  Pada tanggal                         

 WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

 
 
 

 
        H. RIDUAN EFFENDI 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2011 NOMOR  

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal   

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

 
 

 
H. AKISROPI AYUB 


